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Hal : Pelaksanaan Pembayaran Konsumsi

Persidangan di Luar Jam Kerja

Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia
Di
Tempat

Sehubungan dengan pemberian Konsumsi Makan Hakim dalam Pelaksanaan Sidang

di Luar Jam Kerja selain perkara Tipikor, dengan ini disampaikan bahwa sesuai dengan

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Mahkamah Agung RI

Tahun Anggaran 2025 DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum, pemberian konsumsi

persidangan di luar jam kerja bagi majelis hakim dan panitera pengganti tersebut adalah

untuk penyelesaian perkara pidana korupsi pada tingkat pertama. Dalam kondisi tertentu,
pemberian konsumsi persidangan di luar jam kerja untuk perkara pidana yang bukan
termasuk pidana korupsi dapat diberikan dengan mempertimbangkan :

1. Efektifitas dan efisiensi anggaran DIPA 03;

2. Volume perkara yang tinggi;

3. Kurangnya jumlah Hakim dan/atau Panitera Pengganti yang mengakibatkan waktu
proses persidangan menjadi lebih lama;

4. Melibatkan  Unit  Eselon 1  lainnya/Kementerian/Lembaga  lainnya/Instansi
Pemerintah /pihak lain (sesuai PMK No. 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan
(SBM) Tahun Anggaran 2025).

Dokumen pertanggungjawaban dalam hal pemberian konsumsi persidangan di luar jam

kerja untuk perkara pidana yang bukan termasuk pidana korupsi berupa :

1. Bukti absensi majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melaksanakan sidang di luar
jam kerja;

2. Jadwal sidang hari berkenaan yang dilaksanakan di luar jam kerja;

3. Bukti pembayaran berupa kuitansi, faktur dan nota pembelian;

4. Bukti pendistribusian konsumsi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih




